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1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab

dan transliterasinya dengan huruf latin.

:I\li;lgf NaTzlt_iI:: ruf Huruf Latin Nama

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
@ Ba B Be

< Ta T Te

< sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z ha h ha(dengan titik di bawah)
fa Kha Kh Kadan ha

2 Dal D De

3 zal vA zet (dengan titik di atas)
0 Ra R Er

B Zai Y4 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
- sad s es (de&a%sght)ltlk di
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
5 2 . zet (dzr;s\?:h;itik di

& ‘ain ‘. Koma terbalik di atas




¢ Gain G Ge
< Fa F Ef
Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El
- Mim M Em
O Nun N En
3 Wau W We
0 Ha H Ha
s Hamzah Apostrof
¢ Ya Y Ye
2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a.

Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_ fathah A A
— Kasrah I |
3 dommah U U

Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan

huruf.
Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf
..... & fathah dan ya Ai adani
KR fathah dan wau Au adanu




Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama
G fathah dan alif 5 a dan garis
atau ya atas
- I dan garis
Sy Kasrah dan ya i di bawah
K dommah dan 3 u dan garis
wau di atas

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Ta marbutah hidup yaitu tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta marbutah mati yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu:



8.

J'. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yangdiikuti

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/Il diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti
kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa

dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Huruf Kapital



Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
capital tidak dipergunakan.

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



ABSTRAK

Keberadaan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet tidak
hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga dapat menjadi tantangan
tersendiri. Salah satunya adalah buruknya etika yang ditampilkan oleh netizen
yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media sosial, misalnya saja
penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (Hate
Speech). Ujaran kebencian merupakan pembatasan dari kebebasan berpendapat
terutama dalam ruang lingkup dunia maya, objek dari ujaran kebencian yaitu,
suatu pernyataan yang bernuansa kebencian yang ditujukan terhadap ras, etnis,
dan agama namun diperluas menjadi terhadap seseorang dan kelompok.

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap
tindak pidana ujaran kebencian dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui
bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate
Speech). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu
penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka
sumber data diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan-
peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji
dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai ujaran
kebencian (Hate Speech), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE), Al-qur’an dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini sampai kepada hasil, Pengaturan hukum tentang ujaran
kebencian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang dijabarkan didalam Surat Edaran Kapolri No.
SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian bentuk-bentuk
dari ujaran kebencian yaitu, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan,
perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, mengahasut dan menyebarkan
berita bohong. Didalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perbuatan
ujarana kebencian dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang terdapat
dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (2) yaitu penjara
paling lama selama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu milliar). Tinjaun hukum Islam tentang ujaran kebencian
yang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Surat
Edaran Kapolri yang diatas sesuai dan sejalan sebagaimana dijelaskan didalam
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, namun sedikit memiliki perbedaan
istilah penyebutan dalam menyebutkan bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yang
ada dalam surat edaran kapolri tersebut. Dan semua bentuk-bentuk ujaran
kebencian tersebut haram hukumnya bagi umat muslim yang hendak
bermuamalah di media sosial. Menurut hukum pidana Islam pelanggaran terhadap
ujaran kebencian dapat dijatuhi ta’zir, dan wewenang untuk menetapkan besar
kecilnya hukuman ta’zir diserahkan oleh ulil amri/hakim.

Kata kunci: Ujaran Kebencian dan Hukum Islam .
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi tidak hanya semata dapat memberikan dampak
yang positif saja, namun juga memberikan dampak negative yaitu, munculnya
berbagai macam pelanggaran dan bahkan kejahatan diantaranya yaitu tindak
pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Perbuatan atau kejahatan yang perlu
mendapatkan perhatian yang serius pada saat ini di Indonesia adalah tindak pidana
ujaran kebencian, sebab ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang
dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun
hinaan yang ditujukan kepada orang lain atau kelompok lain, dalam hal berbagai
aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan,
agama, dan lain-lain.

Kata Hate Speech dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata
ujaran kebencian dan merupakan pembatasan dari kebebasan berpendapat yang
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945). Dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia
No0.SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tanggal 8
Oktober 2015 (SE Kapolri No. SE/6/X/2015) memberikan lingkup mengenai
perbuatan ujaran kebencian apa yang dimaksud dengan perbuatan ujaran

kebencian. Objek dari ujaran kebencian yaitu, pernyataan kebencian yang

*http://hatespeechgroup.wordpress.com/pengerrtianhatespeech (diakses pada 11 April
2019), pukul 13.10.



http://hatespeechgroup.wordpress.com/pengerrtianhatespeech

ditujukan terhadap ras, etnis dan agama tertentu namun diperluas menjadi
terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, aliran
keagamaan, kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang
dengan disabilitas dan orientasi seksual.

Dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015 tersebut perbuatan ujaran kebencian
meliputi tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan
tidak menyenangkan, provokasi, menghasut dan berita bohong (Hoax), yang
dimana bertujuan atau dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan,
penghilangan nyawa maupun konflik sosial.?

Keberadaan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet tidak
hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga dapat menjadi tantangan
tersendiri.Salah satunya adalah buruknya etika yang ditampilkan oleh netizen
yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media sosial, misalnya saja
penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (Hate
Speech).’

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam
masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan
terhadap kesimbungan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang

?Vidya Prahassacitta, “Tumpang Tindih Lingkup dan Ketentuan Pidana Mengenai Ujaran
Kebencian di Indonesia”, (business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-
ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia/, (diakses pada 20 Agustus 2019),
pukul 10:00.

% Aziz Abdul, “Tindak Pidana Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau
Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun
2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik)”, hlm, 332.



mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya suatu masyarakat, yang
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola
perilaku diantar kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan
menyampaikan informasi, memperolen Kkeuntungan secara sosial dan
ekkonomi.Sedangkan perubahan sosial yang negatif seperti munculnya kelompok-
kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu
yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.*

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan
mudah, sehingga menjadi gaya hidup saat ini bagi masyarakat di seluruh dunia
tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi
informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika
dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial saat ini menyebar luas ke
berbagai macam kalangan yang dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk
kebutuhan masing-masing pengguna.”

Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi dapat
membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial,
ekonomi, dan sebagainya.Namun pada sisi lainnya dapat menimbulkan perubahan

paradigm dalam studi mengenai kejahatan.®

* Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial

Masyarakat di Indonesia”, him, 140.

® Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Informasi (CYBERCRIME), (Jakarat: Raja Grafindo
Persada, 2014), him, 2.

® Agus Raharjo, Pemahaman dan Upaya-Upaya Pencegahan Berteknologi, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002), him, 201.



Dalam arti hukum ujaran kebencian (Hate Speech) adalah perkataan,
perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu
terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku
pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain
yaitu, melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk, jejaring media sosial,
penyampain pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media
cetak atau elektronik, dan pamplet.’

Ujaran kebencian (Hate Speech) bukan bagian dari kebebasan
berpendapat, meskipun setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan
kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan sebagaimana diatur
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Namun dalam
konteks ujaran kebencian yang bermuatan SARA terdapat unsure bertentangan
dengan HAM. Selain itu ujaran kebencian sangat berbahaya dan berpotensi
menjadi pelanggaran HAM yang serius, mulai dari stereotyping (pelabelan),
stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, kebencian terdahap seseorang atau
kelompok, pembantaian atau pemusnahan etnis, agama, kelompok atau bangsa
tertentu.’®

Selain dapat berdampak pada tindakan diskriminasi dan kekerasan, yang
lebih parah adalah timbulnya disitegrasi dan disharmonis sosial.Sebagai Negara

yang berdiri diatas kemajemukan, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor

” Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 3, 2019,
him, 70.

8 Sahrul Mauludi, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian, dan
Hoax, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), him, 233.



yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila, konstitusi dan demokrasi.Perbuatan
ujaran kebencian (Hate Speech) atas dasar kebencian terhadap ras, suku, dan
agama dapat menjadi faktor utama perpecahan bangsa.

Adapun kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi yaitu, kasus ujaran
kebencian yang dilakukan oleh Alfian Tanjung yang divonis bersalah dan terbukti
menebar kebencian.Putusan bersalah itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai
Dedi Fardiman, dan siding digelar di ruangan siding Cakra.“Mengadili,
menghukum terdakwa Alfian Tanjung dengan pidana penjara selama 2 tahun,”
kata Hakim Dedi membacakan putusan persidangan, Rabu (13/12/2017).

Dalam amar putusanya, Alfian Tanjung dinyatakan terbukti menebar
ujaran kebencian yang dilakukan saat mengisi ceramah di Masjid Muhajahidin
Tanjung Perak, Surabaya. Alfian Tanjung dinilai telah melanggar Pasal 16 juncto
Pasal 4 huruf b butir 2 UU Rl Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras
dan Etnis.

Saat itu Alfian Tanjung berceramah di Masjid Al Mujahidin Tanjung
Perak Surabaya. Di tengah-tengah ceramahnya, terdakwa Alfian Tanjung sempat
menyinggung pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, selain itu
juga menghina mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias
Ahok.

Dalam ceramahnya tersebut juga menyebutkan pemerintahan Jokowi
dengan sebutan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dihadapan ratusan
jamahaah yang ada di Masjid tersebut. Atas ceramahnya itulah, Alfian Tanjung

melakukan tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau



penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, atau dengan sengaja
menunjukkan, menyebarkan kebencian atau rasa permusuhan kepada orang lain.’
Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi perbuatan
ujaran kebencian, maka penangan konflik sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian
RI Nomor 8 Tahun 2013.Kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus
terbanyak dalam pelaporan dan atau pengaduan yang disampaikan oleh
masyarakat kepada pihak Kepolisian. Kepala Subdit IT dan Cyber Crime
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol
Himawan Bayu Aji mengatakan:
Konten yang berisi ujaran kebencian merupakan jenis tindak  pidana
yang paling banyak diadukan masyarakat ke Polisi. Pada tahun 2015,
jumlah laporan yang masuk berkaitan dengan ujaran kebencian sebanyak
671 laporan. Tahun 2016, jumlah laporan mengenai ujaran kebencian

meliputi pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan
ancaman. Dari laporan itu, yang baru ditangani sebanyak 199 kasus.™®

Hampir semua Negara diseluruh dunia mempunyai Undang-Undang yang
mengatur tentang ujaran kebencian (Hate Speech). Di Indonesia terdapat beberapa
peraturan yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian terhadap
seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor:
SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310,
Pasal 311), kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

% https:/m.liputan6.com (diakses pada 11 Mei 2019), pukul: 13.30 WIB.

9Anshari dan M. Fajrin, “Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian
(Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana
Ujaran Kebencian di Polda Kalimantam Barat)”, Jurnal Res Judicata, Vol.1 No. 2, 2018, him,
142.
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Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait
dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015,
terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam suarat edaran
tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45 A UU No. 19 Tahun 2016
tentang perubaham atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peristiwa-peristiwa yang dalam bentuk kebencian seperti penghinaan,
cacian, dan tuduhan yang tidak benar adanya telah banyak tertera dan diabadikan
dalam Al-Qur’an, seperti halnya peristiwa yang dialami para nabi dan rasul pada
saat itu dalam mendakwahkan risalah Allah SWT kepada kaumnya, mengajak
mereka untuk bertauhid yang sebenar-benarnya dan menghambakan diri kepada
Allah SWT dengan sempurna. Tetapi, disambut oleh kaumnya sendiri dengan
penolakan yang keras yang berunjung kepada penghinaan, cacian, dan
sebagainya.'’Apa yang dialami oleh Nabi Nuh as ketika itu Allah SWT
memerintahkan kepadanya untuk membuat sebuah perahu dan dituduh oleh
kaumnya sendiri bahkan istri dan anaknya sebagai orang gila karena perbuatannya

tersebut yang membuat perahu. Sebagaimana seperti firman Allah SWT, beriku:

-
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Artinya : Sebelum kaum kafir Quraisy, kaum Nuh telah mendustakanberita
adanya hari kiamat. Mereka mendustakan hamba kami (Nuh) seraya
mereka berkata : “Nuh adalah orang yang gila.” Nuh selalu diganggu
oleh kaumnya dengan berbagai ancaman. (QS. Al-Qamar (54): 9)

1 Muh. Basam Rusydi az-Zain, Sekolah Para Nabi; Membuka Pintu Kehadiran Ilahi,
(Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), him. 43.



Di samping itu Nabi Nuh as, yang dituduh sebagai orang gila oleh
kaumnya begitu pun para pengikutnya dituduh sebagi orang-orang pendusta,
lemah, dan hina dina dan memberikan istilah yang tidak pantas bagi mereka yaitu

al-arazil (orang hina dina). Sebagaimana firman Allah SWT, beriku:
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Artinya: Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: Kami
tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti
Kami, dan Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu,
melainkan orang-orang yang hina dina di antara Kami yang lekas percaya
saja, dan Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun
atas Kami, bahkan Kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang
dusta.

Salah satu bentuk ujaran kebencian adalah rasa permusuhan. Menurut

Imam Al-Ghazali Permusuhan adalah:

Serangan terhadap wucapan orang lain dengan menampakkan
kelemahannya, termasuk permusuhan yang tercela adalah permusuhan
yang dilakukan oleh orang yang menuntut haknya sampai melampaui batas
hak yang semestinya ia terima. Bahkan, ia menunjukkan permusuhan yang
berlebihan dengan maksud menguasai atau menyakiti. Bergurau dengan
nada permusuhan dan kata-kata yang menyakitkan juga tercela.

Rasa permusuhan yang disebabkan oleh ujaran kebencian memang sangat
berbahaya, karena dapat merusak persaudaraan antar sesama dan juga perlu
diadakannya penegasan mengenai pengaturan mengenai ujaran kebencian (Hate
Speech). Sebagai seorang umat muslim, kita harus senantiasa menilai sesuatu

berdasarkan Islam, karena Islam adalah agama yang mengatur segalanya didalam

2Imam Al-Ghazali, Bahaya Lisan (terjemahaan Afat al-Lisan), Penerjemah: Fuad
Kauma, (Jakarta: Qishti Press, 2009), him, 85.



Islam. Adanya syariat Islam adalah untuk melindungi manusia termasuk harkat
dan martabatnya.Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia,
baik secara pribadi atau sebagi anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah

SWT.2B

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memandang penting melakukan
penelitian pustaka terhadap tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian
dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, dan penelitian
tersebut penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Ujaran Kebencian (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat dipahami tinjauan hukum
Islam terhadap ujaran kebencian dalam undang-undang tentang informasi dan
transaksi eletronik, untuk memperkuat analisis dikelembagaan perguruan tinggu
Islam, penulis melengkapi pembahasan skripsi ini dengan pandangan-pandangan
dalam hukum Islam terkait dengan ujaran kebencian dalam undang-undang

tentang informasi dan transaksi elektronik.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan wuraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi
permasalahannya yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturanmengenai ujaran kebencian (Hate Speech) berdasarkan

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

13 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), him, 60.
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian berdasarkan UU

No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan yang ada
di Indonesia mengenai ujaran kebencian (Hate Speech) berdasarkan UU
No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Untuk mengetahui bagaimana menurut tinjauan hukum Islam mengenai
ujaran kebencian (Hate Speech) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Keggunaan Penelitian

a. Sebagai penambah wawasan yang bernilai bagi perkembangan ilmu
pengetahuan bagi masyarakat, khususnya untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan ujaran kebencian (Hate Speech).

b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang berminat dalam rangka
mengadakan penelitian lebih lanjut dan memberikan sarana aplikatif bagi
penulis dan pembaca.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam

bidang Hukum Tata Negara dan IImu Huku Institut Agama Islam Negeri.
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D. Batasan Istilah

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, keiatan pengumpulan
data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis
dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.**

2. Hukum Islam menurut Mahmud Syaltout adalah, “Peraturan yang diciptakan
oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam
perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan
saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya
dan hubungannya dengan kehidupan.”

3. Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu
seseorang ataupun kelompok dalam bentuk perbuatan provokasi, hasutanm
ataupun hinaan kepada seseorang atau kelompok yang lain dalam hal berbagai
aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual,
kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti hukum, ujaran
kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang
dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap

prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari

tindakan tersebut.*®

Yhttps://id.scribd.com/document/355871983/Pengertian-Tinjauan-Tinjauan-Adalah-
Pemeriksaan-Yang-Teliti (diakses pada 11 Mei 2019, pukul 14:00 WIB.)

Bhitps://studihukum.wordpress.com.cdn.ampproject.org/v/s/studihukum.wordpress.com/2
013/07/22/pengertian-hukum-islam (diakses pada 11 Mei 2019, pukul 14:10 WIB.)

Yhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Ucapan_Kebencian (diakses pada 11 Mei 2019, pukul
14:22 WIB.)



https://id.scribd.com/document/355871983/Pengertian-Tinjauan-Tinjauan-Adalah-Pemeriksaan-Yang-Teliti
https://id.scribd.com/document/355871983/Pengertian-Tinjauan-Tinjauan-Adalah-Pemeriksaan-Yang-Teliti
https://studihukum.wordpress.com.cdn.ampproject.org/v/s/studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam
https://studihukum.wordpress.com.cdn.ampproject.org/v/s/studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ucapan_Kebencian
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4. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.’
E. Penelitian Terdahulu
Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, bahwa Kkajian ini
menitikberatkan kepada Tinjauan Hukum lIslam Terhadap Ujaran Kebencian

(Studi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik).

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang
membahas tentang ujaran kebencian (Hate Speech) diantaranya:

1. Annisa Ulfa Haryani dalam skripsinya berjudul “Perspektif Hukum Islam
Terhadap Penerapan UU ITE No.19 Tahun 2016 Tentang Ujaran Kebencian” .
Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan UU No.19 Tahun
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ujaran kebencian,
serta bagaimana menurut perspektif hukum Islam mengenai penerapan UU No.
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*®

2. Pahriadi dalam skripsinya berjudul “Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur’an
(Suatu Kajian Tahlili Terhadap Q.S Al-Zariyat/51: 52-55)”. Yang membahas
mengenai bagaimana ujaran kebencian dalam perspektif Al-Qur’an, bagaimana
hakikat ujaran kebencian dalam Q.S Al-zariyat/51: 52-55 dan bagaimana

dampak dan sikap pelaku ujaran kebencian.*®

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5094bd4fcOc40/perbedaan-undang-
undang-dengan-peraturan-perundang-undangan (diakses pada 11 Mei 2019, pukul 14:40 WIB.)

18 Skripsi Annisa Ulfa Hariyati, UIN Raden Intan Lampung, “Perspektif Hukum Islam,
Terhadap Penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech”, 2017.

19 Skripsi Pahriadi, UIN Alauddin Makassar, “Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur’an
(Suatu Kajian Tahlili Terhadap Q.S Al-Zariyat/51: 52-55”, 2018.



https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan
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3. A. Yudha Prawira dalam skripsinya berjudul “Upaya Kepolisian Dalam
Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan
Surat Edaran Kapolri No. SE/O6/X/2015”. Yang membahas mengenai
bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian,
serta apa yang menjadi factor penghambat upaya kepolisian dalam
penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (Hate Speech).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan
pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-
orang dan erilaku yang dapat diamati.**Hal ini berbeda dengan penelitian
kuantitatif yang mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya.
Berdasarkan objeknya, penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum
normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah masalah tinjauan
hukum Islam terhadap ujaran kebencian dalam undang-undang tentang
informasi dan transaksi elektronik, maka jenis penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (library research).
Penulisa akan menelusuri ketentuan hukum mengenai tinjauan hukum Islam
terhadap ujaran kebencian dalam undang-undang informasi dan transaksi

elektronik. Penelusuran akan lebih diutamakan kepada hukum positif yang

XSkripsi A. Yudha Prawira, Universitas Lampung, Bandar Lampung, “Upaya Kepolisian
Dalam Menanggulangu Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran
Kapolri No.SE/06/X/2015”, 2016.

2 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2000), him, 3.
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berlaku di Indonesia terkait aturan ujaran kebencian, serta penelusuran
terhadap ketentuan hukum Islam untuk melengkapi pembahasan ini.
Data dan Sumber Data
Data sekunder merupakan data tunggal dalam penelitian ini, karena
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder
berasal dari sumber penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari
bahan-bahan hukum tertulis, yang terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara
yuridis formal, vyaitu peraturan perundang-undangan atau hukum
positif.Bahan hukum primer mempunyai kedudukan ytama dalam
penelitian ini. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah:
1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
2) Al-Qur’an dan Hadist
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi
menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari
literatur-literatur yang merupakan hasil karya ahli hukum dan ahli hukum
Islam dibidangnya masing-masing yang relevan dengan penelitian ini.

Literatur yang digunakan untuk memperkaya penelitian ini, antara lain:

1) Agus Raharjo, Pemahaman dan Upaya-Upaya Pencegahan

Berteknologi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
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2) Ahmad Anwar Musthafa, Misteri Lisan Karena Lisan Dapat
Menjerumuskan Ke Neraka atau Memasukkan Ke Surga, (Jakarta:
Mirgat, 2007)

3) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005)

4) Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Informasi (CYBERCRIME),
(Jakarat: Raja Grafindo Persada, 2014)

5) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Saku
Penanganan Hate Speech

6) Lexy J. Meoleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandug: PT. Remaja
Rosdakarya, 2000)

7) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013)

8) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,(Jakarta: Bina Aksara,1987)

9) Muh. Basam Rusydi az-Zain, Sekolah Para Nabi; Membuka Pintu
Kehadiran llahi, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007)

10) Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni Bandung)

11) Philip Alston dan Franz Magnis-suseno, Hukum Hak Asasi Manusia,
(Yogyakarta:Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam
Indonesia, 2008)

12) Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, Panduan
Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian
atas Dasar Agama, (Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center,

2012)
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13) R. Seosilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar
Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Polite, 1991)

14) Sahrul Mauludi, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik,
Ujaran Kebencian, dan Hoax, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
2008)

15) Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar IImu Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

16) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2007)

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi
menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal
dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh
data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang
ada.Data yang memenuhi kriteria yang berhubungan dengan masalah yang
dikaji atau dibahas, dikumpulakan dan diolah. Data tersebut ditinjau
dengan menggunakan pola piker berikut ini:
a. Deduksi, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk
menyusun kesimpulan khusus.
b. Induktif, yaitu enggunakan data yang bersifat khusus untuk

menyusun kesimpulan khusus.
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c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian

kedalam bentuk tulisan atau data yang bersifat informatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
literatur (content analysis) sebagai metode analisis data.Seluruh data
dianalisis guna mencapai kejelasan mengenai masalah penelitian. Analisis
data (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan
mendalam terhadap suatu isu informasi atau tercetak dalam media massa.

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan cara metode
induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode
induktif adalah  suatu  pengertian-pengertian  dalam  menjawab
permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman
pada cara berpikir induktif, yaitu cara yang bersifat khusus dan kemudian
disimpulkan secara umum. Dalam analisis ini penulis telah memperoleh
data literature, perundang-undangan, dan contoh kasus yang berkaitan
dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka
penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :
Bab | Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika

pembahasan.



18

Bab Il tinjauan umum mengenai ujaran kebencian, pengertian ujaran
kebencian, teori kebebasan berpendapat, pengertian dan unsur tindak pidana,
dampak ujaran kebencian.

Bab Ill pengertian ujaran kebencian menurut hukum Islam, kandungan
ujaran kebencian dalam Islam, sanksi dalam hukum Islam dan peristiwa dalam
sejarah Islam.

Bab IV Hasil penelitian yang memuat tentang pengaturan perundang-
undangan mengenai ujaran kebencian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik tinjauan hukum islam terhadap ujaran
kebencian dan tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian berdasarkan UU
No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab V Penutup yang berdasarkan kesimpulan dan saran-saran.



BAB I1
UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM

UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

A. Ujaran Kebencian
1. Pengertian Ujaran Kebencian (Hate Specch)

Ujaran kebencian adalah tindak pidana atau perbuatan yang berbentuk
penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,
memprovokasi, menghasut, hoax, dan semua tindakan diskriminasi, kekerasan,
penghilangan nyawa, dan konflik sosial.’Aspeknya dapat meliputi yaitu, suku,
agama, aliran keagamaan, keyakinan dan keperrcayaan, ras, antar golongan,
warna kulit, etnis, gender, kaum diafabel, dan orientasi seksual. Perbuatan ini
dapat dilakukan melalui kegiatan kampanye, spanduk, media sosial,
demonstrasi, ceramah keagamaan, media cetak.

Ujaran kebencian adalah setiap pernyataan, isyarat atau melakukan,
menulis, atau tampilan yang karenanya dapat menimbulkan kekerasan atau
perbuatan yang merugikan terhadap orang atau kelompok yang dilindungi, atau
karena meremehkan atau menakutkan seorang individu dan kelompok yang
dilindungi.?

Terdapat dua makna yang bisa dipisahkan dalam segala tindakan atau

perbuatan secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, banyaknya bentuk

1

Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Speech).

2 Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, Panduan Pemantauan Tindak
Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama, (Jakarta: The Indonesia
Legal Resource Center, 2012), him, 55.
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tingkah laku manusia baik lisan maupun tulisan seperti ceramah, menulis, dan
menggambar. Kedua, perbuatan tersebut ditujukan untuk orang atau kelompok,
tindakan tersebut merupakan dukungan aktif tidak hanya sekedar perbuatan
satu kali yang langsung ditujukan kepada target yang menjadi sasaran.®
2. Kebebasan Berpendapat
Kebebasan menyampaikan pendapat seringkali dijadikan persyaratan
dari dasar negara yang menganut sistem demokrasi dan merupakan hak setiap
orang yang dimana hak tersebut dijamin oleh negara dan konstitusi yang
berlaku. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19
menyatakan:
Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan
menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki
pendapat tanpa diganggu dan untuk mencari, menerima dan

memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa
memandang pembatasan.’

Kebebasan berpendapat meliputi hak untuk mencari, menerima, dan
menyebarkan gagasan serta informasi. Kebebasan dapat dilihat dari berbagai sisi
yang menunjukan keluasan serta cakupan hukum hak asasi manusia internasional
kontemporer. Penyampaian pendapat yang dikemukakan secara lisan mau tertulis
diberbagai media seperti pamplet, spanduk, ceramah keagamaan, media cetak

ataupun media elektronik, dalam orasi kegiatan keampanye, dan media sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat

bukanlah tidak terbatas, tapi memiliki syarat yang harus diperhatikan untuk

% Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Saku Penanganan Hate
Speech, him, 10.

* Philip Alston dan Franz Magnis-suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta:Pusat
Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), him, 101.
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memastikan agar kebebasan berpendapat tidak merugikan hak dan kebebasan
orang lain, agar tidak terjadinya kesenjangan hukum bagi negara dalam
memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Terutama di
Indonesia, negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan
keyakinan. Maka, pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang
penghinaan merupakan suatu aturan yang tepat. Karena hal tersebut melindungi

hak dan reputasi orang lain.

Fenomena yang terjadi di masyarakat pengungkapan sikap emosional,
spontan yang bernuansa ujaran kebencian yang dapat dituntut atau dipidankan.
Pemidanaan terhadapp perbuatan ujaran kebencian, merupakan bentuk
pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat bahkan berekspresi bagi seluruh
masyarakat. Belum lagi tingakat pendidikan yang rendah, yang menjadi faktor
penentu terjadinya perbuatan ujaran kebencian yang tidak terkendali. Selanjutnya

apabila dipidanakan, terkesan membatasi dan mengekang kebebasan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian
Adapun penyebab pelaku melakukan perbuatan ujaran kebencian (Hate
Speech) di media sosial antara lain:
a. Faktor Kurangnya Pengawasan Sosial
Faktor kurangnya pengawasan sosial yaitu kurangnya pengawasan
internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang
seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan

dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan

>Ibid, hlm, 102.
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kejadian-kejadian  kejahatan yang terjadi disekitarnya, hilangnya
pengawasan tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik
norma-norma yang dimaksud.
b. Faktor Sarana dan Fasilitas
Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri
juga membawa pengaruh yang besar terjadinya kejahatan ujaran kebencian
dalam media sosial kemajuan teknologi membuat para pelaku semakin
mudah melakukan kejahatan dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas
yang ada pada zaman modern saat ini.
c. Faktor Lingkungan
Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola
perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok
lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:
1) Lingkungan yang member kesempatan untuk melakukan kejahatan
2) Lingkungan pergaulan yang member contoh dan teladan
3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.®
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya
untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka
bukanlah hal yang mudah untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap

istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk

® Meri Febriyani, Sunarto DM dan Budi Rizki Husin, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku
Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial”, Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2018, him, 3.



23

memahami pengertian pidana sebagai sanksi dan delik, sedangkan pemidanaan
berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori
tentang tujuan pemidanaan. Perlu disamapikan disini bahwa, pidana adalah
merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai
terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Straf” yang dapat diartikan sebagai
“hukuman”.’
Dengan menyebutkan cara lain Hart mengatakan, bahwa pidana harus:
a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang
tidak menyenangkan;
b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar
telah melakukan tindak pidana;
c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan
hukum yang berlaku;
d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
e. Dijatuhkan dan dilaksankan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan
suatu hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebu.®
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
a. Unsur Subjektif
Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53
Ayat (1) KUHP
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,

dan lain-lain.

" Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,(Jakarta: Bina Aksara,1987), him, 37.
® Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni Bandung), him, 22.
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4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;

5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana

menurut pasal 380 KUHP
b. Unsur Objektif

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid:;

2) Kwalitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seoranng pegawai
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.

3) Kausalitas yakni hubungan anatara suatu tindak pidana sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebgai akibat.’

C. Dampak Dari Ujaran Kebencian
Dampak dari ujaran kebencian bagi masyarakat maupun Negara Indonesia,
yaitu:
1. Memicu perpecahan
Akibat berbagai fitnah atau tuduhan yang benar adanya yang beredar
dari dampak ujaran kebencian itu pun terlihat saat ini Indonesia membuat
sebagian masyarakat menjadi terpecah belah. Banyak yang mengklaim

Indonesia beragam namun bersikap sebaliknya. Berawal dari perbedaan

® ww.sarjanaku.com, (diakses pada 20 July 2019, PUKUL 20:12 WIB.)
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pendapat yang memicu timbulnya ujaran kebencian padahal tidak ada
salahnya memiliki perbedaan pendapat.
2. Generasi Muda Menjadi Intoleran dan Diskriminatif
Perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang signifikat bagi
anak-anak muda untuk bertindak intoleran. Salah satunya konten negatif di
internet sangat menunjanng terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi,
menguatnya isu SARA, seperti pribumi dan non-pribumi, penyebutan kata
kafir bagi yang non muslim, mendorong cara pandang yang negative terhadap
perbedaan.
3. Menguntungkan pihak tertentu
Ada pihak-pihak tertentu diuntungkan dalam sebuah kasus ujaran
kebencian, tentunya yang menuai untung bukan hanya pembuat suatu ujaran
kebencian atau penyebar ujaran kebencian melainkan si dalang atau aktor dan
orang-orang yang mempunyai kepentingan paling besar yang merasakan
keuntungannya dari kasus ujaran kebencian tersebut.
4. Konflik horizontal hingga genosida
Ujaran kebencian dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal,
konflik horizontal bisa saja menimpa pihak individu maupun kelompok,
konflik ini terjadi pada kelas yang sama seperti kelas sosial, strata dan yang
paling buruk adalah terjadinya peristiwa menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, agama dengan

cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik.
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5. Berpotensi picu disentegrasi bangsa
Ujaran kebencian dapat berpotensi memicu lahirnya perpecahan atau
disintegrasi dalam sebuah bangsa atau Negara, kondisi masyarakat di
Indonesia cenderung memiliki emosi yang sensitif dan mudah terprovokasi,
apalagi oleh ujaran kebencian.
D. Dasar Larangan dan Sanksi Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech)
Ada beberapa penjelasan dasar larangan perbuatan ujaran kebencian,
berikut penjelasan larangan perbuatan ujaran kebencian menurut undang-undang:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
a. Pasal 156

barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Pasal 156a

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa

dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan;

1) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

2) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang
tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan
atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-
golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh
umum diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika yang
bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak
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pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang
bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

d. Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (3)

(1) barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah. (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam
karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan
jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk
membela diri.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2)
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 28 Ayat (2)

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan
antargolongan (SARA).

b. Pasal 45 Ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur Sebagimana
dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana paling
lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
milliar).”

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (2) tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar).™

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis

19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
! Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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a. Pasal 4 huruf b

menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang karena perbedaan

ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau
disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat
atau dibaca oleh orang lain

2) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat
umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain

3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar
ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain

4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan,
perbuatan cabul, pencurian dengan Kkekerasan atau perampasan
kemerdekaan berdasarkan diskriminasi tas dan etnis.

b. Pasal 16
setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada
orang lain berdassarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3, dipidana dengan pidana penjara
paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).*?
Dalam hal ini peneliti akan fokus dalam membahas mengenai ujaran

kebencian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A ayat (2).

12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.



BAB Il

UJARAN KEBENCIAN (HATESPEECH) DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah nama yang mencakup dari
beberapa tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai ajaran
Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, dalam hal berintegrasi sesame
manusia khususnya. Dalam agama Islam bukan hanya mengatur tentang
bagaimana hubungan kita kepada Allah tetapi disisi lain Islam juga mengatur
bagaimana kita berintegrasi antar sesama manusia untuk saling menghormati satu
sama lain dengan cara bertutur kata yang baik dan benar antar sesama manusia
demi terciptanya suatu masyarakat yang tentram dan damai.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin benar-benar
mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai,
mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-
perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam
pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam
mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam
golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang
mengajarkan untuk merendahkan orang lain.*

Ujaran kebencian dalam Islam, bahwasanya Allah mengaharamkan

perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan ulama.

! Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), him. 61.
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Dalam bahasa Arab, ujaran kebencian disebut dengan 4l Sl ad
adapun kata e_S dalam penggunaannya sangat majemuk. Bisa dikaitkan dengan
bahasa, agama maupun akhlak. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi s & L)

3 Kdlle yua Defenisi secara bahasa » S berarti apa yang dibenci manusia dan

berusaha memisahkan diri dengannya.’

Kata-kata > S| juga diantaranya terdapat dalam hadis e s o3 Bl 5 ¢ G0
ps2 o5 Salals clay )Yl yang dimaksud makruh dalam hadis tersebut adalah

kejelekan. Adapun secara istilah maka kata e_S mempunyai hubungan dengan

makna sebagai berikut :3
1. Kebencian manusia dengan kekuatan terhadap pekerjaan yang tidak mampu

dan disukainya

2. o_Sdimaknai keburukan dan menjadi lawan kata yang disukai atau kabaikan.

3. =S dimaknai juga mengancurkan manusia kepada kebencian atau hal lain
yang merupakan kebalikan dari yang disukai. Atau dengan kata lain memaksa
untuk membenci.

4. 4 S dimaknai hal yang buruk

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat dimengerti tentang defenisi
ujaran kebencian yang dipakai dalam bahasa Arab, yaitu menghasut dan

menganjurkan kebencian kepada yang lain. Adapun yang perlu di garis bawahi

2 Yayan Muhammad Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate
Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi”, Jurnal UIN Walisongo Semarang, hlm, 13.

3 -

Ibid, him. 13.
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adalah tentang dua hal yang penting dalam ujaran kebencian pertama
o aill saaal) yajtu kebencian dan hasutan.Al-Hikdu dapat dimaknai sebagai

menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan
yang tepat adapun kata al-Tahrid yaitu menganjurkan orang lain dimana orang

tersebut mengetahui penganjurnya.

Ujaran kebencian sangat berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran
nama baik dan juga merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan
martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan
perbuatan tertentu, berita yang berkaitan dengan tindakan ujaran kebencian sangat
besar pengaruhnya dan sangat besar akibatnya, karena dapat mengahancurkan
reputasi orang lain, keluarga, karir, dan kehidupan di dalam masyarakat tentunya.

Sebagaimana firman Allah SWT, berikut:

T e\ s o //a.’bf“}/ £y - w”-):a/. R AV PP
ot s Ny e 125 150550 O [ges o33 (g 238 5500 Y el 2 G

~ w
-

/:/L_e e . oo s A2 E. T2 //ng Z o osl oo
- NES 5 U 2, ~ . . K

8 A2 g e 2

T RTINS PR LT PRI PEPE
@U)j{w‘;‘%ﬁjud%}-’w) w?‘woﬂlrjl

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu
lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan
merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih
baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil
dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan
adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang
tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.(QS. Al-
Hujurat (49):11)
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Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat di atas merupakan
ayat yang dijadikan dasar bahwasanya perbuatan menghina, ,mengolok-olok,
mencaci maki sesama manusia sebagai bagian dari ujaran kebencian (Hate
Speech) adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. Dikarenakan
barangkali orang yang di hina tersebut memiliki kedudukan lebih dihadapan Allah

dan lebih dari pada yang menghina.’

Dari segi perbuatan, tindakan ujaran kebencian adalah perbuatan yang
didalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi,
perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebar berita bohong, dan semua
perbuatan ini pernah dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan

permusuhan. Terdapat penjelasan istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari Kkata
Ihtigar.Ihtigar berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang
lain, yang biasa terjadi menggunakan kata-kata peraga atau gambar-gambaryang

kemudian orang yang dihina menjadi malu.

Salah satu ahli hukum Islam, Abdul Rahman Al-Maliki menyebutkan,

bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga:

1. Al-Dzamm, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada
seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan
pelecehan manusia.

2. Al-Qadh, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan
harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

* Abu al-Fida Ismail bin Amri bin Katsir al-Quraisyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-
Azim, Terjemahan. Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 8
(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), him. 475.
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3. At-Tahqir, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan
pencelaan atau pelecehan.

Rendahnya minat membaca di semua kalangan masyarakat Indonesia
merupakan salah satu faktor munculnya tindakan ujaran kebencian (Hate
Specch).Jika seseorang membaca pun hanya dilihat dari satu buku atau satu
sumber saja. Walaupun media sosial semakin bertambah banyak namun tidak
digunakan untuk menggali sumber lain terlebih dahulu, merasa sumber yang
diambil seseorang tersebut sudah paling benar dan akurat, sehingga menjelekkan
sumber lain. Walaupun efek komunikasinya kecil, namun pengaruh dari teknologi

yang sebagai tempat untuk menyebarkan informasi ini sangatlah besar.

. Kandungan Ujaran Kebencian Dalam Islam

Tindakan Ujaran kebencian hanya akan dapat menimbulkan hilangnya
ketentraman di tengah masyarakat di Indonesia, mengahancurkan perdamaian,
merengganngkan tali persaudaraan, dan mencederai kemanusiaan. Karena pada
dasarnya fitrah manusia adalah makhluk yang sangat mendambakan hidup damai
dan tentram jauh dari konflik, maka dapat dipastikan bahwa keduanya adalah
musuh semua elemen masyarakat.Agama apapun tidak pernah mengajarkan
umatnya untuk melakukannya.”

Agama Islam sendiri dikenal sebagai agama yang cinta perdamian.Bahkan
misi terbesarnya adalah menyebarka kedamaian ke seluruh penjuruh alam.
Caranya adalah dengan memperbaiki akhlak manusia, bukan dengan cara

melakukan perbuatan ujaran kebencian.

5 Ali Imron, “Hate Specch dan Bullying dalam Perspektif Hadis Nabi”(On-line), tersedia
di: http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/7/hate-speech-dan-bullying-dalam-
perspektif-hadis-nabi, (10 Mei 2019).



http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/7/hate-speech-dan-bullying-dalam-perspektif-hadis-nabi
http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/7/hate-speech-dan-bullying-dalam-perspektif-hadis-nabi
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Dalam merumuskan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan ujaran
kebencian perlu landasan moral tentang laarangan atas kebencian terhadap sesame
muslim atau terhadap non muslim. Nas yang mencantumkan larangan kebencian
sesame muslim sangat banyak ditemukan. Adapun larangan terhadap non muslim
diantaranya adalah pada surah al-Maidah ayat 2 dan 8

Dalam Islam, formulasi perbuatan ujaran kebencian (Hate Speech)
melebihi cakupan dalam defenisi regulasi maupun istilah barat. Asas moral yang
mendasari ujaran kebencian berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan
kemaslahatan umat. Pertama larangan untuk membenci orang lain, sesame umat
muslim ataupun non muslim. Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk
memiliki perasaan hasad atupun melakukan perbuatan atas kebenciannya kepada
orang lain. Adapun dari sudut objektif, maka perbuatan apapun yang menyakiti
orang atau kelompok dilarang oleh agama, terutama agama Islam.

Kedua spesifik ujaran kebencian (Hate Speech), maka berkaitan dengan
larangan perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi ataupun
kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan tersebut yang ditujukan kepada
seorang muslim atau non muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat
ciptaan Tuhan, Islam melarang diskriminasi atau dasar apapun terutama terhadap
sesame umat muslim, Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengar

dasar penghargaan atas perbedaan.®

® Yayan Muhammad Royani, Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate
Speech dan Batasan Kebebasan berekspresi, Jurnal UIN Walisogo Semarang, him, 13.
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1. Macam-macam Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech)
a. Ghibah
Ghibah secara etimonolgi berarti tidak kelihatan dan ghaib.Adapun
menurut terminology berarti syariat.Ghibah adalah menyebuat seseorang
dengan sesuatu yang tidak disenangainya.Ini adalah defenisi yang
disebutkan Rasulullah, sebagaimana yang diwirayatkan dari Abu Hurairah
ra. Bahwa Rasullah SAW bersaba:
“Apakah kalian tahu apakah Ghibah itu?Para sahabat menjawab,
“Allah dan Rasul-Nya lebih tahu, Rasul bersabda, “Ghibah adalah
kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak
disenanginya. "Rasul ditanya, “Bagaimana bila pada saudaraku itu
sesuai dengan yang aku katakana?”Rasul menjawab, “Jika pada
saudaramu sesuai dengan apa yang kamu katakana berarti kamu

lebih berbuat ghibah kepadanya, dan jika tidak berarti kamu telah
mendustakannya. ”(HR. MUSLIM).’

Dalam menjelaskan Hadist ini Imam Nawawi berkata, “Ghibah
adalah menyebut orang lain apa yang tidak disukainya, baik yang ada pada
badannya, agama, dunia, jiwa, perilaku, bentuk, harta, anak, istri,
pembantu, hak milik, pakaian, cara berjalan, gerakan, senang, muram,
riang, dan sebagainya yang ada kaitan dengannya. Baik kamu sebutkan

dengan ucapan, tulisan, simbol, isyarat mata, isyarat tangan, isyarat kepala.

b. Berbohong (dusta)
Berbohong atau berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak
benar adanya.Biasanya tujuannya berbohong untuk menipu sesuatu dengan

menguntungkan diri sendiri atau menarik perhatian orang. Hakikat dari

"Ahmad Anwar Musthafa, Misteri Lisan Karena Lisan Dapat Menjerumuskan Ke Neraka
atau Memasukkan Ke Surga, (Jakarta: Mirgat, 2007), him, 187.
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bohong adalah memberitakan tentang sesuatu yang bertolak belakang dari
realita, dan bentuk pemberitaan itu tidak hanya terbatas pada ucapan, tapi
juga dalam perbuatan seperti isyarat tangan, gelengan kepala, terkadang
juga dengan diam. Di antara perbuatan kebohongan yang tersebar di
kalangan manusia yaitu salah satunya menyebarkan berita bohong atau
Hoax. Orang yang suka menyebarkan berita bohong, untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan politik golongannya atau untuk menjatuhkan
lawannya atau untuk memburukkan orang lain adalah dikutuk Allah dan
merupakan perbuatan dosa besar.

Namimah (Provokasi)

Menghasut, mengadu domba atau memprovokasi dalam bahas
agama disebut dengan Namimah, asal makna Namimah adalah suara yang
pelan dan gerakan yang ringan, dan Namimah dalah pengaduan. Namimah
adalah mengadu perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan
mengadu domba antar keduanya. Perkataan yang dilakukan bukanlah
sembarangan perkataan, tetapi mengandung unsur rahasia yang apabila di

beritahukan kepada orang lain, maka ia tidak akan suka dan marah.

. Fitnah

Secara etimologi, lafaz al-fitnatu berasal dari perkataan fatantal-
fidhdhatu wa adz-dzahab. Jadi, maksudnya adzbtahuma bin naari, yaitu
enngkau telah mencairkan atau melelehkan perak dan emas itu dengan api

guna membedakan yang buruk dari yang bagus. Dan fatanta adz-dzahab,
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maksudnya ahraqgtahul bin naari, artinya engkau membakar emas dengan

api guna membedakan antara yang bagus dan yang buruk.

Sedangkan makna umum lafaz fitnah secara terminology yaitu, al-
ikhtibaaru ‘test’ dan al-imtihaanu ‘ujian’.Ternyata ada hubungan makna
antara makna secara bahasa dan istilah dengan lafaz fitnah.Secara bahasa
lafaz fitnah berarti memperlihatkan asal dari barang tambang.Sedangkan
secara terminologi, lafaz fitnah berarti memperlihatkan asal, hakikat dan
derajat keimanan kepada Allah SWT.?

C. Sanksi dalam Hukum Islam

Istilah hukuman dalam hukum Islam dsebut dengan hukum pidana Islam,
yang merupakan terjemahan dari kata figh jinayah.Hukum pidana Islam adalah
segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan criminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban)
sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperimci dari Al-Qur’an
dan Hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemashlahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.Secara materil,
syariat dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk
melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah
sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada

pada orang lain.

8 Muhammad, Murtiningsih, dan Septi Yana, “Ujaran Kebencian Dalam Perspektif
Agama Islam dan Agama Buddha”, him, 9.
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Tujuan dari adanya hukum pidana Islam ini adalah untuk memelihara jiwa,

akal, harta, dan keturunan, dan umumnya adalah untuk menegakkan keadilan

sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tujuan ini sama

dengan konsep tujuan hukum Islam, dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat

Allah dan Nabi Muhammad saw yaitu untuk kebahagian hidup manusia di dunia

dan di akhirat.

Tindak kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok,

sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah hukum Islam disebut dengan Jarimah.

Menurut hukum Islam, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu :°

1.

2.

3.

Jarimah Hudud

Dalam bahasa figh, had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap
pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral, menurut syartia yaitu
ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan yang dilakukan oleh
Rasulullah, yang termasuk dalam perbuatan pidana ini adalah zina, gadzaf,
pencurian, perampokan, khamr, pemberontakan dan murtad.
Jarimah Qisas

Secara harfiah, gisas berarti memotong atau membalas.Qisas dalam
hukum pidana Islam adalah pembalasan yang setimpal yang dikenakan kepada
pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.
Jarimah Ta’zir

Jarimah Ta’zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong.

Dalam istilah hukum Islam ¢a zir adalah hukuman yang bersifat medidik yang

% Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2006), him. 102.
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tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan juga tidak mengharuskan
membayar denda. Tindak pidana yang masuk dalam jarimah ta’zir ini adalah
perbuatan tindak pidana ringan, seperti pelanggaran seksual yang tidak
termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan.Jarimah ta zir terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu :*°

Jarimah hudud atau gisas diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat,
namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian,
percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.

Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadis, namun tidak
ditentukan sanksi yang akan diberikan. Misalnya, penghinaan, saksi palsu,
tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.

Jarimah-jarimah yang ditentukan penguasa/hakim untuk kemashlahatan

umum. Misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas.

Menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta zir secara rinci kepada

beberapa bagian, yaitu:

N

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan.

. Jarimah ta zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak.
Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemashlahatan umum

©1pid, him. 102.
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Sedangkan macam-macam hukuman ta’zir adalah sebagai berikut:

1. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan, yaitu :

a. Hukuman Mati

Jarimah ta’zir untuk hukuman mati diterapkan oleh para fugaha secara

beragam, yaitu :

1)

2)

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman
mati sebagai ta’zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam
dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-
ulang.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta’zir untuk
jarimah-jarimah ta’zir tertentu, seperti melakukan perbuatan
pengintaian, memata-matai tanpa mendapatkan izin dan melakukan
kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian

fugaaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail.

b. Hukuman Cambuk

Alat yang digunakan untuk hukuman bagian ini adalah cambuk

yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau

tongkat.Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam lbn Taimiyah, dengan

alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Apabila orang yang dihukum ta’zir itu laki-laki maka baju yang

menghalangnya sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi,
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apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh
dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.™
D. Peristiwa Dalam Sejarah Islam
1.Pemboikotan dan Propaganda Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Berimanya Umar telah mendatangkan kelemahan dalam tubuh Quraisy,
karena Umar masuk agama ini dengan semangat yang sama seperti ketika ia
menentangnya dahulu. Umar masuk Islam tidak secara sembunyi-sembunyi
melainkan dengan secara terang-terangan dan diumumkan di depan orang
banyak dan untuk itu dia bersedia melawan mereka.

Umar tidak mau kaum muslimin sembunyi-sembunyi dan mengendap-
endap di celah-celah pegunungan Makkah, untuk melakukan ibadah jauh dari
gangguan dari kaum Quraisy. Bahkan Umar terus melawan kaum Quraisy
sehingga umat muslim dapat melaksanakan ibadah dalam Ka’bah tanpa perlu
sembunyi-sembunyi lagi.

Kaum Quraisy tidak mau menyerah dan terus menghalangi Rasulullah
SAW berdakwah dalam menyebarkan agama Islam, maka Quraisy membuat
rencana lagi untuk mengatur langkah berikutnya. Mereka membuat perjanjian
tertulis dengan persetujuan bersama, mengadakan pemboikotan total terhadap
Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, untuk tidak saling kawin-
mengkawinkan, tidak saling berjual-beli apapun dengan mereka.

Piagam perjanjian ini kemudian digantungkan di dalam Ka’bah sebagai

suatu pengukuhan dan registrasi bagi Ka’bah. Menurut perkiraan mereka, politik

1 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 260.
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yang negatif dengan membiarkan orang kelaparan dan melakukan pemboikotan
akan member hasil yang lebih efektih ketimbang politik kekerasan dan
penyiksaan itu mereka hentikan.

Blockade-blokade yang dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum
muslimin dan terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib sudah berjalan
selama dua atau tiga tahun, dengan harapan Muhammad SAW akan
ditinggalkan oleh pengikutnya sendiri. Dengan demikian ia dan ajaranya tidak
lagi berbahaya.

Namun ternyata, nabi Muhammad SAW sendiri malah makin teguh
berpegang pada tuntunan Allah SWT.Keluarganya dan mereka sudah beriman
pun makin gigih mempertahankan agama Allah, menyebarkan seruan Islam
sampai keluar perbatasan Makkah.Maka tersiarlah dakwah itu di tengah-tengah
masyarakat Arab dan kabilah-kabilah, sehingga membuat agama yang baru ini
yang tadinya ghanya terkurung di wilayah Makkah, kini gemanya
berkumandang ke seluruh jazirah.

Orang-orang Quraisy semakin berpikir serius dalam memikirkan
bagaimana caranya memerangi orang yang sudah melanggar adat kebiasaannya
dan menistakan dewa-dewanya itu, dan bagaimana caranya menghentikan
tersiarnya ajaran Islam di kalangan-kalangan kabilah-kabilah Arab.

Nabi Muhammad SAW diancam, keluarga dan kerabatnya juga
diancam, beliau dan ajaranya dihina dan dinistakan, demikian pula dengan para
pengikutnya. Sebagian pengikut yang lain bahkan disiksa dengan cara yang

kecam, Rasulullah SAW dan sahabanya diancam dengan perang serta segala
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akibatnya yang mengerikan. Namun Rasulullah SAW tetap tidak gentar dan
mengajak orang-orang agar menerima kebenaran.

Tinggal satu cara lagi yang mereka gunakan yaitu, propaganda.
Propaganda melawan akidah dan ajaran Islam disertai tuduhan-tuduhan yang
ditujukan kepada Rasulullah SAW, propaganda yang tidak hanya terbatas pada
Makkah saja, namun seluruh semananjung jazirah serta semua penduduknya.
Dalam propaganda semacam itu, Quraisy dapat memerangi nabi Muhammad
SAW lagi dengan harapan akan lebih ampuh daripada gangguan dan siksaan
yang dialami pengikutnya.

Namun kuatnya kebenaran dalam bentuk yang jelas dan sederhana yang
digambarkan melalui ucapan Rasulullah SAW, lebih tinggi dari yang mereka

katakana.Hari demi hari, Islam makin tersebar di kalangan orang-orang Arab.*?

Yhttps://www.republika.co.id (diakses pada 02 Agustus 2019), Pukul, 12:52.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Ujaran Kebencian Berdasarkan
UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
1. Sejarah Pembentukan UU No. 19 Tahun 2016
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai
dirancang pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan
Informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang
Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen
Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta
bekerja sama dengan Tim dari Universitas yang ada di Indonesia yaitu
Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan
Universitas Indonesia (Ul).
Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat
No. R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Dr. Sofyan A Dijalil (Menteri Hukum
dan HAM) sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan bersama
dengan DPR RI.
Dalam rangka pembahasan RUU ITE Depatemen Komunikasi dan
Informasi membentuk Tim Antar Departemen (TAD). Melalui Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/KEP/M. KOMINFO/10/2005,
pada tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian di sempurnakan dengan

Keputusan Menteri No. 10/KEP/M. KOMINFO/01/2007, pada tanggal 23

44
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Januari 20017. Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar Departemen (TAD)
sebagai pengarah yaitu Gubernur dari Bank Indonesia, Narasumbernya yaitu
Deputi Gubernur yang membidangi system pembayaran, sekaligus
merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi/departemen
terkait. Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah menyiapkan bahan,
referensi dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan
mengikuti pembahasan RUU ITE di gedung DPR RI. DPR merespon surat
Presiden No. R/70/Pres/9/2005, dan membentuk Panitia Khusus (Pansus)
RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR RI.

Dalam rangka menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas draft
RUU ITE yang disampaikan pemerintah tersebut, Pansus RUU ITE
menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan
berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator
telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya
pada bulan Desember 2006 Pansus Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak
287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 frasi yang tergabung dalam Pansus
RUU ITE DPR RI.

Pada tanggal 24 Januari 2007 sampai tangaal 6 Juni 2007 pansus DPR
RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika
yaitu Dr. Sofyan A Djalil dan beserta dengan Menteri Hukum dan HAM vyaitu
Mohammad Andi Mattalata membahas DIM RUU ITE. Pada tanggal 29 Juni
2007 sampai tanggal 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan

Tim Perumus (Timus) yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 Februari
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2008 sampai tanggal 13 Maret 2008. Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan
naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat Il sebagai pengambilan keputusan.

Pada tanggal 25 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE
ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan
Tambahan Lembaran Negara.'

Selanjutnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik di revisi yang dimana revisi tersebut resmi berlaku usai melewati
30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku
pada hari senin tanggal 28 November 2016.

“Menurut teman-teman bagian hukum di kami, itu berlaku per hari ini
karena sudah melewati 30 hari setelah disepakati pemerintah dan DPR,” kata
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor lza saat dihubungi, Senin
(28/11/2016).

Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut :>
a. Untuk menghindari  multitafsir  terhadap  ketentuan larangan

mendistribukan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik

pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) dilakukan 3 perubahan sebagai berikut:

! https://www.academia.edu (diakses pada 01 September 2019, pukul 21:24 WIB.)
2 https://m.detik.com (diakses pada 01 September 2019, pukul 22:07 WIB.)
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1) Menambahkan  penjelasan  atas  istilah  “mendistribusikan,
mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik™.

2) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik
umum.

3) Menegaskan bahwa unsure pidana pada ketentuan tersebut mengacu
pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam
KUHP.

b. Menurut ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut:

1) Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak 1
milliar menjadi paling banyak 750 juta.

2) Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman
kekerasan atau menakuti-nakuti dari pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak 2 milliar menjadi paling banyak 750 juta.

c. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan
sebagai berikut:

1) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan
pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan

Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
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2) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

d. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan
ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

1) Pengeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan
ketentuan KUHAP.

2) Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua
Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan
kembali dengan ketentuan KUHAP.

e. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dala, UU ITE
pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) sebagai berikut:

1) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak
pidana teknologi informasi;

2) Kewenanngan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem
Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

f. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk
dilupakan” pada ketentuan Pasal 26 sebagai berikut:

1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengahpus Informasi
Elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas
permintaan orang Yyang bersangkutan berdasarkan penetapan

pengadilan.
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2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan
mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak

relevan lagi.

g. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari

segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi

elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan

Pasal 40 sebagai berikut:

1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi
elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

2) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau
memrintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukam pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar hukum.?

Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Suatu tindakan atau perbuatan pidana tidak dapat dikatakan tindak
pidana bila unsure-unsurnya tidak terpenuhi atau memenuhi syarat. Terkhusus
pada tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech).Dalam peraturan
perundang-undangan terkait tentang ujaran kebencian memang tidak
dijabarkan secara jelas mengenai unsure-unsur dari tindak pidana ujaran
kebencian, namun dapat dilihat secara eksplisit unsure-unsur ujaran
kebencian tersebut. Berikut unsure-unsur yang terdapat dalam tindak pidana

ujaran kebencian (Hate Speech) yaitu:

* Ibid.
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a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung

b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran
keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit,
etnis, gender, kaum diafabel dan orientasi seksual

c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar
terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial

d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana

Adapun penjelasan tentang unsure-unsur ujaran kebencian, sebagai
berikut:

a. Segala tindakan dan usaha baik langsung ataupun tidak langsung, terdapat
dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

1) Berbagai bentuk perbuatan baik lisan maupun tertulis. Misalnya:
pidato, menulis, dan menggambar

2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan
yang Kkita anjurkan atau sarankan. Tindakan tersebut merupakan
dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung
ditujukan kepada target sasaran.

b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran
keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna Kkulit,
etnis, gender, kaum diafabel dan orientasi seksual.

Dalam hal ini erat kaitannya dengan narsisme kolektif, yaitu
narsisme berlebihan terhadap identitas kelompok pribadi. Yakni pola

berfikir tentang apa yang mereka anut atau yakini lebih dari apa yang
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didukung atau dianut pihak lain. Dengan kata lain memiliki
kecenderungan memuja kelompok mereka sendiri yang menimbulkan
entitas narsisme.

Sikap seperti ini dapat menimbulkan pandangan bahwa kelompok
lain tidak lebih baik dari kelompok mereka, ditahap tertentu hingga dapat
menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok atau golongan lain.
Undang-Undang tidak mengatur mengenai hal ini, akan tetapi lebih pada
pembatasan bentuk komunikasi larangan akan akibat dari perbuatan
tersebut yang merugikan baik seseorang ataupun kelompok tertentu seperti
terjadi tindakan diskriminasi, kejahatan maupun kerusuhan.

Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar

terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik

sosialMenghasut adalah mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk

melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah

orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak

menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan.

Yang menjadi dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:

1) Intonasi yang bisa menunjukkan intense dari ujaran tersebut untuk
menghasut.

2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.

. Yang dilakukan melalui berbagai sarana yaitu, segala macam alat atau

perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah
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buku, majalah, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan
lain-lain.*

Selama ini, ujaran kebencian (Hate Speech) berdampak pada
pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata,
baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi dampaknya mampu
menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah.
Oleh sebab itu maka diperlukan adanya tindakan dari para aparat dan
penegak hukum.

Di dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang
penanganan tindak pidana ujaran kebencian dijelaskan pengertian tentang
ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan
ketentuan pidana lainnya diluar KUHP®, yang berbentuk antara lain:

1) Penghinaan
Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang,
yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah
berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan
mengenai nama baik orang, baik individu ataupun kelompok.®
Penghinaan merupakan bagian dari ujaran kebencian apabila ditujukan
kepada seseorang atau kelompok yang berdasarkan suku, agama, aliran

keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan,

* Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No 3, 2019,
him, 72.

® Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian
(Hate Speech).

® R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi
Pasal, (Bogor: Politea, 1991), him, 225.
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etnis, gender, orang dengan disabilitas (diafabel), orientasi seksual dan
gender.

2) Pencemaran nama baik
Pencemaran nama baik adalah tindakan mencermarkan nama baik atau
kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara
lisan ataupun tulisan.’
Pencemaran nama baik juga bagian dari ujaran kebencian apabila
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau kelompok yang
berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan,
ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas
(diafabel), orientasi seksual dan gender.

3) Penistaan
Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan
yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan
sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun
korban dari tindakan tersebut.Sedangkan menurut pasal 310 ayat (1)
KUHP penistaan adalah, “suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara
menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan
tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang

banyak)”.

" Anshari dan M. Fajrin, “Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian
(Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana
Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)”, Jurnal Res Judicata, Vol. 1 No. 2, 2018, him,
151.
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4) Perbuatan tidak menyenangkan
Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di
dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam pasal 335
ayat (1) yaitu:
“barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain
supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak
menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang
lain”
5) Memprovokasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memprovokasi
adalah:
suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan
kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah,
kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai
pikiran negative dan emosi.
Memprovokasi juga bagian dari ujaran kebencian jika memprovokasi
bertujuan untuk membenci seseorang atau kelompok yang bertujuan
supaya orang atau kelompok tersebut dibenci oleh banyak orang.
6) Menghasut
Menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau
membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu.Dalam kata
“menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih

keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi “bukan

memaksa”.
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7) Menyebarkan berita bohong
Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar yang
dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang
dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu
kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu
kejadian.

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada
tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik
sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri pada huruf (h) disebutkan,
ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui sarana
atau media®, antara lain:

1) Dalam orasi kegiatan kampanye

2) Spanduk atau banner

3) Jejaring media sosial

4) Penyampaian pendapat dimuka umum (Demonstrasi)

5) Ceramah keagamaan

6) Media massa cetak atau elektronik

7) Pampflet

3. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate

Speech)

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut dengan hukuman. Segala
bentuk tindakan pidana akan selalu memiliki sanksi/hukuman. Hukuman yang
ditimbulkan juga beragam tergantung peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya dan tergantung dari tindak pidana itu sendiri. Menurut Tri

Andrisman, hukuman adalah, “Penderitaan atau nestapa yang sengaja

8 Ibid.
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dibebankan kepada orang yang sengaja dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi unsure syarat-syarat tertentu”.

Hukuman sendiri telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri atas:®
a. Pidana Pokok

1) Hukuman mati
2) Hukuman penjara
3) Hukuman kurungan
4) Hukuman denda
b. Pidana Tambahan
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada
masa yang akandatang, tujuan dilakukannya pemidanaan diperlukan untuk
mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan
Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan
jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.Berdasarkan pendapat
tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni
antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori

absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang

% Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 3 Tahun
2019, him, 77.
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positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menghubungkan dua tujuan

pemidanaan tersebut.'

Penjelasan diatas sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45a yang
menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar).”**Perbuatan ujaran kebencian
termasuk kedalam pidana pokok vyaitu, hukuman penjara dan hukuman
denda.Sehingga perbuatan ujaran kebencian dikenakan sanksi bagi pelaku

tindak pidana tersebut.

Apabila pidana denda yang berikan kepada pelaku tindak pidana ujaran
kebencian tidak mau atau tidak mampu untuk membayarnya maka si pelaku
diberikan subsider, yaitu sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi
(seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila

terhukum tidak mampu atau tidak mau membayarnya).*?

Untuk lebih jelasnya dapat kita pahami dengan cara memperhatikan
unsure-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:

adanya kesalahan, dilakukan-dengan sengaja, perbuatan tersebut dilakukan

19 Muladi, LembagaPidanaBersyarat, (Bandung: Penerbit Alumni), him, 25.
"yUndang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
*2 https://kbbi.web.id/subsider.html (diakses pada 13 Desember 2019, pukul 13:35.)
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dengan melawan hukum dan tanpa hak apapun. Wujud perbuatannya berupa
perbuatan menyebarkan, objek berupa informasi sedangkan tujuan
dilakukannya perbuatan tersebut adalah supaya timbul suatu rasa kebencian
atau permusuhan terhadap seseorang atau kelommpok lain berdasarkan atas

agama, suku, ras dan antar golongan (SARA).*®

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Islam adalah agama yang kaffah yang mengaturr segala aspek kehidupan,
Islam itu luas, sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.Tidak ada
didalam kehidupan manusia hal apapun itu yang lepas dari perhatian
Islam.Semuanya selalu diperhatikan oleh Islam, semuanya selalu berhubungan
dengan Islam.Islam pun adalah sebuah Din yang merupakan rahmat, anugerah
bagi seluruh alam.

Dalam Al-qur’an, hadis serta ijma’ sahabat ditambah lagi dengan yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan dan perbuatan beliau sudah
sangat jelas bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia misalnya
seperti masalah bermuamalah, pergaulan, ekonomi, politik, sosial, perang dan
termasuk tentang kepemimpinan (As-siyasah).**

Dalam Islam formulasi tindakan ujaran kebencian (HateSpeech) melebihi

cakupan dalam defenisi regulasi maupun istilah barat. Asas moral yang mendasari

3 Hatarto Pakpahan, “Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau dari Hukum Pidana dan
Konstitusi”, Jurnal Cakrawala Hukum (Volume 9 No. 2 Tahun 2018), him, 172.

Y“Armen Mukhtar, Islam dan Pandangan Hidup Muslim (Aspek Agidah-lbadah dan
Akhlak dalam Islam), (Padang: YP2K PADANG, 1993), him, 87.
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ujaran kebencian berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan kemashlahatan
umat. Larangan untuk membenci orang lain, sesama muslim ataupun non muslim.
Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk memiliki perasaan melakukan
tindakan kebenciannya kepada orang lain.

Maka berkaitan dengan larangan perkataan yang dapat menimbulkan
permusuhan pribadi maupun kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan
tersebut yang ditujukan kepada seorang muslim ataupun non muslim. Tidak ada
perbedaan status dalam melihat ciptaan Tuhan, Islam melarang diskriminasi atas
dasar apapun terutama terhadap sesama muslim. Islam sangat menjunjung tinggi
hak asasi manusia dengan besar penghargaan atas perbedaan.™

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bermuamalah
melalui media sosial, dijelaskan bahwa dalam bermuamalah dengan sesama, baik
dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib berdasarkan pada
keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu’ asyarah bil ma’ruf), persaudaraan
(ukhuwwabh), saling wasiat akan kebenaran (al-hagq) serta mengajak pada
kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemungkaran (al-nahyu ‘an al-
mukar).

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong

kekufurn dan kemaksiatan.

“Muhammad, Murtiningsih dan Septi Yana, “Ujaran Kebencian Dalam Perspektif
Agama Islam dan Agama Budha”, him, 7.
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2. Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke-Islaman
(ukhuwwahlslamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwahwathaniyyah),
maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwahinsaniyyah).

3. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama,
maupun antara umat beragama dengan pemerintah.

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

1. Melakukan perbuatan ghibah, fitnah, namimah dan penyebaran permusuhan.

2. Melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku,
agama, ras, atau antar golongan.

3. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik,
seperti info tentang kematian orang yang masih hidup

4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang
secara syar’i.

5. Menyebarkan konten yang benar tetapi sesuai dengan tempat dan/atau
waktunya.®®

Dalam menangani ujaran kebencian ini Jendral Badrodin Haiti
mengeluarkan surat edaran dengan nomor SE/06/X/2017 pada tanggal 8 Oktober

2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau HateSpecch. Didalam surat

edaran tersebut ada tujuh bentuk-bentuk ujaran kebencian yaitu:

1. Penghinaan

Penghinaan adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah

diri (humble), atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat.

%Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor.24 Tahun 2017 tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, him 15.
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Penghinaan terhadap orang lain digunakan sebagai suatu caraseseorang untuk
menunjukkan kuasanya kepada orang lain dan merupakan bentuk penderaan
atau penekanan.'’Sedangkan dalam Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, perbuatan ujaran
kebencian dalam bentuk penghinaan yaitu termasuk dalam perbuatan bullying
yang dimana bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan
dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis
oleh seseorang atau kelompok yang merasa paling kuat atau sebagai sebuah
penyalahgunaan kekuasaanya kepada korban dengan tujuan membuat korban
menderita.”®

Perbuatan bullying ini diharamkan, karena termasuk sikap dan
perilaku menyakiti orang lain yang dapat merusak nama baik atau harkat

manusia.Hal ini seperti firman Allah SWT, berikut:
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Artinya: (orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-
orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela)
orang-orang Yyang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain
sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina
mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk
mereka azab yang pedih.(Q.S At-Taubah (9):79)

' https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Penghinaan (diakses pada 12 Desember 2019, pukul
13:50 WIB.)

' https://www.kajianpustaka.com/2008/01/perngertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-
bullying.html?m=1 (diakses pada 12 Desember 2019, pukul 14:03WIB.)



https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Penghinaan
https://www.kajianpustaka.com/2008/01/perngertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html?m=1
https://www.kajianpustaka.com/2008/01/perngertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html?m=1
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2. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah perbuatan atau tindakan yang
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan
sesuatu hal yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum.®®
Sedangkan dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, pencemaran nama baik termasuk
bagian dari perbuatan fitnah, karena perbuatan fitnah dalam KBBI disebutkan
bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang
disebarkan dengan maksud menjelekkan orang dan akibat dari fitnah ini nama

baik seseorang menjadi jelek dimuka umum.
Kata fitnah berasal dari bahasa Arab (<&ll) yang bermakna ujian dan

cobaan.Fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan
termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah SWT, oleh karenanya
Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah adalah haram.”°Hal ini

seperti firman Allah SWT, berikut:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan
janganlah  mencari-cari  keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang

« o /5

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808
(diakses pada 12 Desember 2019, pukul 15:17 WIB.)

“https://dalamislam.com.cdn.ampproject.org/v/s/dalamislam.com/akhlag/larangan/fitnah-
dalam-islam/amp?amp_js v=a2&amp (diakses pada 12 Desember 2019 2019, pukul 16:02 WIB.)



https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808
https://dalamislam.com.cdn.ampproject.org/v/s/dalamislam.com/akhlaq/larangan/fitnah-dalam-islam/amp?amp_js_v=a2&amp
https://dalamislam.com.cdn.ampproject.org/v/s/dalamislam.com/akhlaq/larangan/fitnah-dalam-islam/amp?amp_js_v=a2&amp
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suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah
kamu merasa jijik kepadanya.dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang.(Q.S Al-Hujurat(49): 12)
3. Penistaan
Penistaan merupakan suatu perkataan, perilaku, tulisan ataupun
pertunjukan yang dilarang dikarenakan dapat memicu terjadinya tindakan
kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut
ataupun korban dari tindakan tersebut. Berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun
2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,
perbuatan penistaan termasuk dalam perbuatan penyebaran permusuhan yaitu
suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk
menimbulkan rasa permusuhan terhadap seseorang atau kelompok lain dengan
cara melalui perkataan, tulisan dan pertunjukan yang tidak pantas.
Diharamkan bagi umat muslimmalakukan perbuatan tersebut dalam
melakukan muamalah di media sosial.
4. Perbuatan tidak menyenangkan
Perbuatan ini adalah perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain
dan memaksa seseorang melakukan sesuatu dengan melakukan kekerasan jika
tidak melakukan atau membiarkannya. Perbuatan ini termasuk dalam
perbuatan ghibah, yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang
tidak dia sukai baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya,

hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriyahnya dan sebagainya. Sebagaimana Hadis

Nabi SAW, berikut:
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Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda,
“Tahukah kalian apa Ghibah itu?”” Para sahabat menjawab: “Allah dan
Rasul-Nya lebih mengetahui”. Beliau bersabda: “Ghibah itu adalah
bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci,” Ada yang
bertanya: “Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-
benar nyata ada pada diri orang itu?, nabi pun menjawab: “Jika apa
yang kamu katakana tentang saudaramu itu benar adanya maka telah
melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu
katakana tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan
(fitnah) kepadanya,” (HR. Al-Bukhari Muslim)

Haram hukumnya bagi umat muslim melakukan perbuatan ghibah
berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman
Bermuamalah Melalui Media Sosial.

5. Memprovokasi

Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilakukan untuk memancing
kemarahan dengan cara menghasut yang bertujuan untuk membenci
seseorang ataupun kelompok lain supaya melakukan tindakan yang brutal
atau perkelahian, namun melakukannya hanya karena hasutan oleh para
provokator. Pebuatan ini berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial adalah pebuatan
Namimah yaitu mengadu perkataan seseorang kepada orang lain dengan
tujuan mengadu domba antar keduanya. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir
mengatakan,”Namimah ada dua macam: terkadang berupa tahrisy (provokasi)
antar orang-orang dan mencerai-beraikan hati kaum Mu’minin. Maka ini
hukumnya haram secara sepakat ulama (Tafsir lbnu Katsir, 1/371, Asy

2521

Syamilah).

“https://muslim.or.id/35351 -jangan-suka-memprovokasi-sesama-muslim.html ~ (diakses
pada 13 Desember 2019, pukul 13:32 WIB.)



https://muslim.or.id/35351-jangan-suka-memprovokasi-sesama-muslim.html
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Didalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa
perbuatan Namimah adalah perbuatan yang haram hukumnya bagi setiap
umat Islam dalam bermuamalah di media sosial.

6. Menghasut

Perbuatan ini adalah membangkitkan atau mendorong hati seseorang
untuk mengajak, melawan, memberontak, membangkitkan atau membakar
semangat seseorang supaya berbuat sesuatu.?? Perbuatan ini dalam Fatwa
MUI No. 24 Tahun 2017 juga termasuk dalam bagian dari perbuatan
Namimah dan haram hukumnya bagi setiap umat Islam dalam bermuamalah
di media sosial. Namimah vyaitu mengadu suatu perkataan atau
menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang tidak disenangi. Perkataan
tersebut yang diadukan, adakalanya dengan bentuk cerita, tulisan, isyarat atau
sindiran. Maka dapat diketahui Namimah adalah suatu perilaku mengadu
domba kepada orang dengan tujuan agar diantaranya mereka saling
bermusuhan. Hal ini seperti Hadits tentang Namimah, berikut:

ala daal ) Jady
“Tidak masuk Surga orang yang suka mengadu domba”. (HR. Muslim no.
105).%

Dalam hadits diatas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang

suka mengadu domba tidak akan masuk Surga, jika ia tidak masuk surge

maka tidak ada tempat baginya di akhirat kecuali di Neraka, sebab di akhirat

“?https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org (dikases pada 13 Desember 2019, pukul 12:31
WIB.)



https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/
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kelak hanya ada Surga dan Neraka, maka jika ditetapkan bahwa ia tidak
masuk Surga berarti ditempatnya adalah Neraka.
7. Menyebarkan berita bohong

Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak
benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya dan sengaja dibuat untuk
menyesatkan orang.?* Dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 perbuatan ini
termasuk dalam perbuatan hoax serta informasi bohong meskipun dengan
tujuan baik, dan haram bagi umat muslim melakukan perbuatan ini dalam

bermuamalah di media sosial. Hal ini seperti firman Allah SWT, berikut:
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu
adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita
bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-
tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang
dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil
bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya
azab yang besar.(Q.S An-Nuur(24):11)

Didalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman
Bermuamalah Melalui Media Sosial, ada perbuatan yang juga dilarang dan
haramkan, yaitu perbuatan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan

segala hal yang terlarang secara syar’i. Perbuatan tersebut juga dilarang dalam

**https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong (diakses pada 13 Desember 2019, pukul
12:00 WIB.)



https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong
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perundang-undang yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
dan Undang-Undanga Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 pada Pasal

27A ayat (1).

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari
paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit
bahkan dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu juga dengan
melakukan kegiatan melalui media sosial juga ada aturan yang harus Kita taati
supaya terhindar dari perbuatan ujaran kebeian (Hate Speech), peraturan tersebut
terdapat pada peraturan yang buat oleh Pemerintah dan juga ada juga peraturan
yang buat oleh para ulama melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan peraturan
lain yang berkaitan dengan kegiatan di media sosial.

1. Sanksi Hukum Ujaran Kebencian
Berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (HateSpeech), yang

termasuk ke dalam bagian jarimah ta’zir.Ta zir adalah bentuk mashdar dari

kata_ 2 - yang secara etiminologi berarti al) 93 11, yaitu menolak dan

mencegah. Kata ini juga memiliki arti _»<3 menolong atau menguatkan. Hal
ini seperti firman Allah SWT, berikut:

P
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Artinya: supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,

menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-

Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath (48): 9)
Kata tazir dalam ayat ini juga berartis o 855 4cdac ol @ 5 4ile) yaitu

berarti membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama
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Allah). Semantara itu, Al- Fayyumi dalam Al-Munir mengatakan bahwa

ta’zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.

Bahwa ta’zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah
yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak
manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau
kafarat.Karena ta zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur’an dan
hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan
jenis dan ukuran sanksi fa’zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash
secara teliti karena menyangkut kemashlahatan umum.

Jarimah ta’zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi
dua, yaitu:

a. Jarimah ta ’zir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang
berkaitan dengan kemashlahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan
dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita
yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.

b. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak perorangan yaitu, setiap perbuatan
yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak.
Contohnya penghinaan, penipuan, dan pembunuhan.

Maksud dilakukannya ta zir adalah agar si pelaku mau menghentikan
kejahatannya dalam hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan sanksi

ta’zir bagi imam ataupun penguasa sama dengan pelaksanaan sanksi hudud.
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Maka sanksi daripada jarimah ta’zir terbagi menjadi beberapa macam,

yaitu:*®

a.

Hukuman Mati

Madzhab Hanafi membolehkan sanksi fa’zir dengan hukuman
mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa
madharat bagi masyarakat. Contonya, pencurian yang berulang-ulang.
Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan
hukuman mati sebagai sanksi a zir tertinggi. Sanksi ini dapat diberikan
terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi.
Demikian pula sebagian Syafi’iyah yang membolehkan hukuman mati,
seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga
diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menimpang
dari Al-Qur’an dan Hadist.

Sebagian besar fugaha memberikan pengeualian dari aturan
umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai
hukuman ta’zir manakala kemashlahatan umum menghendaki demikian
atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali
dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukum mati kepada
mata-mata, penyeru bid’ah (pembuat fitnah) dan residivis yang

berbahaya.

% M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), him, 136-147.
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Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku
jarimah ta’zir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu
muhshan dan penuduhan zina telah dijelaskan dalam nash keagamaan.

Namun dalam jarimah fa zir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan

untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk

jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.
Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa
keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan
langsung secara fisik.

2) Bersifat fleksibel, setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang
berbeda-beda.

3) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya
sangat praktis.

4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat
pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila
sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan
dapat beraktivitas seperti biasanya.

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan
dalam jarimah ta zir adalah sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah, batas terendah ¢a’zir harus mampu memberikan

dampak preventif dan represif.
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2) Batas terendah satu kali cambukan.

3) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan
kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidana, pelaku, waktu, dan
pelaksanaannya.

4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan
ulilamri sebagai penanganan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan
hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Hal ini sesuai kaidah berikut:

Cadal) gd y oSlal) oSa
Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat
Hukuman Penjara
Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu
al-habsu dan al- sijnu yang keduanya bermakna al-man’u, yaitu
mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al_habsu ialah menahan
seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik
itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Berdasarkan pemikiran ini,
kebanyakan ulama membolehkan ulil amriuntuk membuat penjara.
Hukuman penjara ini pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf a.s
ini,yang dimana Allah SWT menonjolkan akibat yang baik daripada
kesabaran, dan bahwa kesenangan itu datangnya sesudah penderitaan.

Allah menguji Nabi Ya'qub a.s. dengan kehilangan puteranya Yusuf a.s.

dan penglihatannya, dan menguji ketabahan dan kesabaran Yusuf a.s.

dengan dipisahkan dari ibu bapaknya, dibuang ke dalam sumur, dan

diperdagangkan sebagai budak. Kemudian Allah s.w.t menguji imannya
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dengan godaan wanita cantik lagi bangsawan dan akhirnya dimasukkan
kedalam penjara.Kemudian Allah SWT melepaskan Yusuf a.s.dan ayahnya
dari segala penderitaan dan cobaan itu menghimpunkan mereka kembali
mangembalikan penglihatan Ya'qub a.s. dan menghidupkan lagi cinta
kasih antara mereka dengan Yusuf a.s.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga
menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa
hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.

Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan

unutk perampok. Dasar hukuman pengasingan ini terdapat dalam firman

Allah SWT:

-
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Artinya:  Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di
akhirat mereka berolen siksaan yang besar.(Q.S Al-
Maidah(5):33)

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam

praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta zir.
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Diantaranya jarimah ta’zir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah
orang berperilaku mukhannats (waria) yang pernah dilaksanakan oleh
Rasulullah Saw dengan mengasingkannya ke luar Madinah.Hukuman
pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan
dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkaan kepada pelaku jarimah
yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap
masyarakat. Dengan cara diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar
dari pengaruh tersebut.Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan
narapidana ke pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat
Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau.Dengan
demikian, hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan
memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut.Di samping itu, hukuman ini
juga harus didukung pengawasan ketat agar napi tidak dapat melarikan
diri.?®
Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari
pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang
dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu.Hukuman
ta’zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini ditetapkan

terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan

2 1bid, him, 155.
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dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya, sanksi
moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.?’
f.  Diumumkan ditempat umum

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan
atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan khalifah Umar
terhadap seorang saksi pelaku yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia
diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia
adalah seorang saksi palsu. Untuk saat ini publikasi terhadap seorang yang
melakukan jarimah dapat juga melalui media sosial dan televisi.

Perbuatan ujaran kebencian (Hate Speech), jika dilihat dari
macam-macam sanksi fa zir sebagaimana yang telah dijelaskan diatas,
maka penjatuhan sanksi bagi pelaku penyebaran ujaran kebencian
tergantung kepada kemashlahatan umat.Karena penjatuhan sanksi ta ’zir
yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan sanksi yang ringan adalah
hukuman  peringatan.Berat ringannya sanksi  fa’zir  ditentukan
kemashlahatan.Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik
kualitas atau kuantitas, pelakunya orang atau masyarakat yang menjadi
korbannya, tempat kejadian dan waktunya, mengapa dan bagaimana si
pelaku melakukan kejahatan.

Sesuai dengan kaidah figh yang mengatakan “sanksi ta zir (berat-
ringannya) tergantung kepada kemashlahatan”.Juga kaidah yang berbunyi

“berat ringannya sanksi za zir diserahkan kepada Imam (Hakim) sesuai

?’Khairunnisah, Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir dalam Perspektif Maqashid Syariah
(Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam),
(universitas Islam Negeri Sumatera Utara), him, 33.
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dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”.Kaidah ini memberikan
kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman.

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas Islam
tentu memiliki peraturan yang mengharamkan perbuatan ujaran kebencian
(Hate Speech) sebagai bentuk larangannya yang ditetapkan oleh ulil amri
(penguasa) untuk tidak dilaksanakan, larangan tersebut terdapat dalam
Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutka bahwa, setiap muslim
yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan
ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, bullying, ujaran
kebencian, hoax dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar

golongan.®

%8 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman
Bermuamalah melalui Media Sosial, him, 14.
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